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Abstrak: Beberapa wilayah di Indonesia memiliki pusat perekonomian maupun permukiman pada
wilayah pesisir rawan tsunami. Penelitian bertujuan mengkaji kebijakan rencana tata ruang dan
implementasinya pada Pesisir Aceh, Palu dan Banten. Metode penelitian dilakukan melalui analisis
spasial dengan melakukan overlay berupa peta penggunaan lahan, peta pola ruang dan peta
kerawanan bencana. Untuk memetakan kebijakan tata ruang dan pengelolaan pesisir dilakukan
melalui studi literatur dan dokumen. Pemetaan penggunaan lahan eksisting di Aceh dan Palu
diperoleh melalui interpretasi citra Landsat 8, sementara pesisir Banten dari interpretasi Foto
Udara. Hasil kajian menunjukkan revisi RTRW di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya
mempertimbangkan mitigasi bencana dimana terdapat arahan permukiman berada pada zona
rawan tsunami. Begitupun dengan RTRW di Banten dan Palu, pola ruang di sekitar pesisir
digunakan sebagai permukiman dan pariwisata. Hasil kajian menunjukkan pada 3 wilayah ini
belum sepenuhnya memaksimalkan kawasan pesisir sebagai perlindungan bencana. Tumbuhnya
pemukiman pada zona I berimplikasi pada tingginya risiko apabila terjadi bencana di kemudian
hari. Aspek ekonomi, bencana, kerentanan, lingkungan, sosial maupun budaya masyarakat
hendaknya menjadi pertimbangan dalam pengelolaan pesisir sehingga ruang yang tersedia mampu
mewujudkan kehidupan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Pesisir, Perencanaan Wilayah, Rawan Tsunami

Abstract: Several regions in Indonesia have economic centers and settlements in tsunami-prone
coastal areas. The research aims to review the spatial planning policies and their implementation in the
coastal areas of Aceh, Palu and Banten. The research method was carried out through spatial analysis
by overlaying land use maps, spatial pattern maps and disaster hazard maps. To map the spatial
planning policy and coastal management, literature and document studies are carried out. The existing
land use mapping in Aceh and Palu is obtained through interpretation of Landsat 8 imagery, while the
Banten coast is from Aerial Photo interpretation. The results of the study show that the revised RTRW
in Banda Aceh City has not fully considered disaster mitigation where there is a pattern of residential
spaces in the tsunami prone zone. Likewise with the RTRW in Banten and Palu, the spatial pattern
around the coast is used for settlement and tourism. The results of the study show that these 3 areas
have not fully maximized the coastal area as disaster protection. The growth of settlements in zone |
implies a high risk in the event of a disaster in the future. Economic, disaster, vulnerability,
environmental, social and cultural aspects of the community should be considered in coastal
management so that the available space is capable of realizing sustainable life.
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PENDAHULUAN

Rentetan bencana tsunami yang melanda kawasan pesisir Indonesia dengan dampak
risiko sangat tinggi yakni pada tahun 2004 di sepanjang pesisir Aceh hingga berdampak
massif terhadap 14 negara (Ales 2012; Boen 2014), tsunami tahun 2007 di Pangandaran
berdampak pada pesisir selatan Jawa hingga pesisir Yogyakarta (Fahmi 2017), tsunami di
Teluk Palu yang terjadi tahun 2018 (Sarapang 2019) dan tak lama berselang tsunami
Selat Sunda berdampak pada pesisir Banten serta Lampung (Dahlia 2020), tentunya
mengakibatkan kerugian yang jumlahnya sangat tinggi?, serta jatuhnya ribuan korban
jiwa3. Australian Geographic mencatat bahwa gempabumi dan tsunami Aceh 2004
menduduki ranking pertama sebagai bencana alam dengan dampak paling dahyat, selain
itu data BNPB (2019) juga menyebutkan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang
menduduki urutan pertama terkait jumlah korban jiwa tertinggi akibat bencana alam.
Berkaca dari bencana yang telah terjadi, anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana mencapai angka trilyunan rupiah dimana angka tersebut
jumlahnya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan anggaran untuk pembangunan. Selain
tsunami yang terjadi di berbagai wilayah tersebut di atas, ancaman tsunami yang
diprediksi dapat terjadi di beberapa wilayah pesisir diantaranya di Padang, Pacitan
maupun Cilacap dimana wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi karena
berhadapan langsung dengan laut lepas dengan ancaman zona subduksi (megathrust) dan
berada pada perairan terbuka dengan morfologi lowland sudah banyak dikaji para peneliti
(Daoed, Febriansyah & Syukur 2013; Soleman dkk 2011, 46-59; Sugianto dkk 2017;
Muhamad dkk 2017).

Pasca bencana tsunami serta tingginya tingkat kerawanan bencana pada beberapa
wilayah pesisir Indonesia (Sengara, 2008) hendaknya menjadi evaluasi bagi pemangku
kebijakan untuk merumuskan upaya komprehensif agar tingkat risiko dapat dikurangi
sehingga jumlah kerugian, kerusakan serta korban jiwa dapat ditekan. Berbagai upaya
pengurangan risiko bencana dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan kesadaran
dan kapasitas masyarakat, upaya peningkatan sistem peringatan dini, serta upaya
pengaturan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan suatu wilayah melalui penetapan
RTRW/RDTR maupun pengaturan zonasi (Utami 2019a; Hayati 2019). Sebagaimana
kajian yang dilakukan Ge (2015, 716-736); Berke and Smith (2010); Osland (2013, 141-
159); Mistova (2012, 446-459) perencanaan tata ruang dengan memperhatikan aspek
bencana merupakan upaya mitigasi paling efektif dalam mengendalikan dan memberikan
arahan pemanfaatan ruang. Wilayah sempadan pantai yang berfungsi sebagai kawasan
lindung hendaknya di dalam arahan penggunaan dan pemanfaatan ruangnya mendukung
untuk perlindungan kawasan ekosistem daratan. Selain itu penertiban terhadap
pemanfaatan ruang perlu dilakukan monitoring mengingat penyimpangan dan
ketidaksesuaian penggunaan lahan saat ini marak terjadi (Khaerani dkk 2018).
Perencanaan dan penertiban tata ruang yang tepat di kawasan pesisir ini diharapkan
mampu memberikan barrier/perlindungan bagi pemukiman ataupun usaha budidaya
masyarakat sehingga dampak kerugian dapat dikurangi (Burby et al 2000; Wang 2014;
Vitasari 2015). Sementara apabila fungsi kawasan lindung pada kawasan pesisir sudah
tidak mampu memberikan daya dukung terhadap upaya mitigasi bencana maka yang akan
terjadi ialah kawasan daratan akan mengalami kerusakan, korban jiwa dan kerugian
sangat tinggi.

2 Dapak kerugian bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 mencapai 28,7 T, sementara kerugian yang terjadi akibat
bencana gempabumi, tsunami dan likuifaksi di Palu tahun 2018 hingga mencapai 13, 8 T, dan di Banten sebesar 1 T (BBC 2018;
BNPB 2018).

3 Jumlah korban akibat tsunami di Aceh hingga mencapai 280.000 jiwa, sementara jumlah korban akibat bencana gempa
bumi, likuifaksi dan tsunami di Palu mengakibatkan 2256 Orang meninggal dan sejumlah 437 korban jiwa akibat tsunami di Selat
Banten (BNPB 2018)
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan tata ruang dan
implementasinya khususnya terhadap penggunaan lahan eksisting pada wilayah rawan
tsunami dengan mengambil 3 wilayah kajian yakni di Aceh, Banten dan Palu apakah sudah
mempertimbangkan aspek mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruang yang
ditetapkan. Penelitian terhadap perencanaan tata ruang dan kondisi eksisting penggunaan
lahan pada daerah rawan tsunami ini diharapkan menjadi bahan kajian dan monitoring
terhadap pemanfaatan ruang, sehingga pemangku kebijakan dapat melakukan evaluasi
terhadap perencanaan tata ruang yang ada apakah sudah cukup memberikan kontribusi
terhadap upaya pengurangan risiko bencana khususnya tsunami.

METODE

Kajian ini dilakukan melalui studi dokumen dan analisis spasial untuk mengetahui
kebijakan perencanaan tata ruang pada 3 daerah rawan tsunami. Beberapa data yang
diperlukan untuk mengetahui kondisi eksisting penggunaan lahan pasca tsunami Aceh dan
Kota Palu diperoleh melalui interpretasi citra landsat 8, sementara penggunaan lahan
sebagian wilayah Banten diperoleh melalui foto udara. Metode Kklasifikasi data citra
dilakukan melalui analisis supervised (maksimum likelihood) untuk mendapatkan
klasifikasi penggunaan lahan. Selanjutnya peta penggunaan lahan tersebut dilakukan
overlay terhadap pola ruang untuk memetakan kesesuaian penggunaan lahan eksisting
dengan arahan pola ruang yang ditetapkan. Dalam kajian ini juga dilakukan overlay peta
pola ruang dengan peta tingkat kerawanan bencana tsunami untuk mengetahui arahan
pola ruang pada daerah sangat rawan bencana apakah didalam penyusunannya sudah
memasukkan unsur kerawanan bencana. Overlay beberapa peta pada beberapa wilayah
kajian ini dapat digunakan untuk memetakan apakah arahan pemanfaatan ruang pada
wilayah rawan bencana sudah cukup mampu dalam menekan risiko apabila terjadi
bencana, atau justru sebaliknya apakah tata ruang yang ditetapkan justru berdampak
terhadap tingginya tingkat risiko bencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rencana Tata Ruang Kota Banda Aceh

Sebelum peristiwa tsunami 2004 sebagian pesisir Pantai Aceh merupakan
kawasan pemukiman dengan kondisi padat penduduk serta sebagai kawasan pariwisata
yang menawarkan keindahan dan panorama alam. Terbatasnya barrier alami maupun
barrier buatan untuk menghadang tsunami, kondisi pantai yang sifatnya terbuka dan
lowland menjadikan gelombang dengan ketinggian antara 20 - 49,4m (Shibayama dkk
2005) dengan jangkauan hempasan gelombang hingga sejauh 8Km (Zaiyana dan Buchori
2014) meluluhlantakkan peradapan di bumi Aceh, dimana 27% wilayah Kota Banda Aceh
hancur (Wijaya 2013). Selanjutnya setelah hampir 15 tahun pasca tsunami terjadi,
bagaimana dengan kondisi eksisting penggunaan lahan di sekitar pesisir Aceh perlu dikaji
lebih lanjut. Monitoring ini perlu dilakukan mengingat di sekitar perairan Aceh dan
Sumatera memiliki zona subduksi yang cukup aktif yang dapat memicu terjadinya gempa
tektonik dengan kekuatan lebih dari 8 SR serta mampu memicu tsunami (Sengara 2008).

1. Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan Sebagian Pesisir Aceh

Pemetaan penggunaan lahan eksisting di sepanjang pesisir Kota Banda Aceh
diperoleh melalui analisis supervised (maxsimum likelihood) citra Landsat-8. Sebelum
dilakukan analisis, citra terlebih dahulu dilakukan koreksi geometri dan penajaman agar
citra yang diperoleh mampu menyajikan data sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan.
Klasifikasi penggunaan lahan pesisir Kota Banda Aceh diklasifikasikan menjadi lahan
terbangun, lahan terbuka, vegetasi kerapatan tinggi dan vegetasi kerapatan rendah. Lahan
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terbangun pada hasil interpretasi citra satelit merupakan obyek berupa permukiman,
perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dari hasil pemetaan menunjukkan bahwa
upaya pemerintah dan warga masyarakat pada beberapa lokasi untuk meredam
gelombang tsunami/banjir rob dilakukan melalui pembangunan barrier alami diantaranya
yakni penanaman mangrove/bakau. Upaya penetapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pasca
tsunami 2004 juga dilakukan meskipun belum memenuhi standart 30% yang diatur dalam
UU. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hasil interpretasi penggunaan lahan
pesisir Kota Banda Aceh disajikan pada gambar 1 dan prosentase penggunaan lahan di
pesisir Kota Banda Aceh disajikan pada gambar 2 berikut.
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Sumber: Analisis Data, 2020

Gambar 1. Peta Eksisting Penggunaan Lahan Sebagian Pesisir Pantai Kota Banda Aceh

Penggunaan Tanah Sebagian Kota Banda Aceh

B 1 Lahan terbangun m2 Lahan terbuka

B3 Vegetasi kerapatan tinggi 4 Vegetasi kerapatan rendah

Sumber: Analisis Data, 2020

Gambar 2. Diagram Penggunaan Lahan Sebagain Kota Banda Aceh
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Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis penggunaan lahan eksisiting
menunjukkan sebagian besar penggunaan lahan didominasi pemukiman padat penduduk.
Keberadaan permukiman tersebut sebagian terletak pada jarak tidak terlalu jauh dari
garis pantai (kawasan pesisir). Sebagaimana kajian yang dilakukan Syamsidik et.al (2017)
juga menunjukkan bahwa pemukiman penduduk dengan radius 500m dari garis pantai
yakni berada pada zona 1 (paling rawan tsunami) marak dibangun kembali oleh
masyarakat di pesisir Kota Banda Aceh. Hasil pemetaan di atas juga menunjukkan bahwa
di Kota Banda Aceh prosentase vegetasi kerapatan tinggi maupun kerapatan rendah
terutama pada area sepanjang pesisir yang dapat difungsikan sebagai penghambat dan
peredam gelombang tsunami sangatlah terbatas. Alih fungsi dan kerusakan kawasan
mangrove di pesisir Aceh cukup tinggi dikarenakan masyarakat membuka hutan
mangrove untuk kegiatan budidaya tambak, budidaya pembuatan arang, serta sebagai
lahan perkebunan (Muazzin & Tinianus 2010). Kerusakan hutan mangrove akibat tsunami
2006 hingga mencapai luasan 38.989 (Wetslands International Indonesia Programme
2006) baru dapat dikonservasi seluas 27.000Ha (Badan Rehabilitasi dan rekonstruksi
2005; Ibrahim dkk 2018). Selain itu tingginya tekanan penduduk dan pembangunan yang
terus berlangsung di Kota Banda Aceh berimplikasi terhadap rendahnya (kurang dari
20%) Ruang Terbuka Hijau/RTH. Hal ini tentunya tidak selaras dengan arahan UU.
26/2017 yang mewajibkan bagi wilayah dengan tingkat ancaman bencana kebutuhan RTH
harus memenuhi syarat yang ditetapkan (minimal 30%), dimana RTH tersebut dapat
digunakan sebagai perlindungan dari bencana (Sakti 2009; Fadhila dkk 2018).

2. Analisis Pola Ruang Pesisir Kota Banda Aceh Terhadap Tingkat Kerawanan Bencana

Rencana tata ruang sebagai arahan/pengendali yang di dalamnya memuat pola
ruang dan struktur ruang memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap upaya mitigasi
bencana. Pasca tsunami tahun 2004 Pemerintahan Kota banda Aceh telah melakukan
revisi tata ruang yang ditetapkan melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009
yang selanjutnya dilakukan perubahan dengan ditetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor
2 Tahun 2018. Dalam penyusunan RTRW ini pemerintah Kota Banda Aceh berusaha
untuk mempertimbangkan aspek kebencanaan, salah satu upaya tersebut diwujudkan
melalui arahan pola ruang di sepanjang pesisir pantai Aceh untuk dibangun kawasan
lindung dan cagar budaya. Pola ruang yang ditetapkan juga mengatur agar sebagian
penggunaan dan pemanfaatan ruang untuk pemukiman ditempatkan menjauh dari garis
pantai, meskipun dalam penetapannya masih ditemukan sebagian pola ruang permukiman
cukup dekat dari kawasan pesisir. Kondisi ini diperkuat dengan penelitian Wijaya dkk
(2013) bahwasanya penetapan RTRW di Kota Banda Aceh ini belum sepenuhnya
mempertimbangkan mitigasi bencana karena pembangunan dilaksanakan pada wilayah
yang sama sebelum terjadinya tsunami, serta pembangunan khususnya permukiman
dilaksanakan mengikuti trase jalan yang sudah ada yang berada tidak jauh dari pantai,
mengingat jika dibangunkan trase baru membutuhkan anggaran yang cukup tinggi.

Tarik ulur proses penyusunan rencana tata ruang pasca tsunami Aceh ini
dihadapkan pada beberapa kontroversi. Di satu sisi pemerintah lokal dan komunitas
menghendaki aspek penyelamatan kehidupan ekonomi yang mana sebagian besar
masyarakat bergantung pada aspek perikanan/perairan (nelayan/petani tambak). Kondisi
inilah yang menyulitkan apabila masyarakat pesisir direlokasi dengan jarak cukup jauh
dari sumber mata pencaharian utama yakni laut. Sementara di sisi lain apabila
pemerintah menerapkan pengaturan dengan membatasi pemanfaatan ruang di wilayah
pesisir dengan zona tertentu sebagai kawasan penyangga tentunya mampu memberikan
keuntungan dan perlindungan bagi masyarakat setempat apabila bencana tsunami dapat
kembali terjadi mengingat potensi kejadian gempabumi yang dapat memicu terjadinya
tsunami pada wilayah kajian cukup tinggi. Mendasarkan dari dua kontroversi tersebut

TATA LOKA - VOLUME 23 NOMOR 4 - NOVEMBER 2021 - P ISSN 0852-7458 - E ISSN 2356-0266



484 Utami

maka pemerintah menerapkan jalan tengah yakni terhadap beberapa lokasi zona rawan
bencana terdapat area yang dialokasikan untuk pemukiman khususnya bagi para nelayan,
sementara pada beberapa lokasi lainnya optimalisasi kawasan guna arahan koservasi
ditetapkan dalam tata ruang. Adapun peta pola ruang pesisir Kota Banda Aceh disajikan
sebagaimana gambar 3 berikut.
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Sumber: Pemerintahan Kota Banda Aceh, 2020

Gambar 3. Peta Pola Ruang Kota Banda Aceh

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwasanya upaya pembangunan barrier alami
sebagai kawasan perlindungan dari bencana pesisir diwujudkan melalui arahan pola
ruang sebagai hutan bakau/mangrove yang memanjang mengikuti garis pantai.
Selanjutnya sebagai upaya melindungi masyarakat apabila terjadi tsunami, alokasi
pemanfaatan ruang guna ruang terbuka hijau juga diarahkan pada area di belakang hutan
mangrove, meskipun di beberapa lokasi terdapat arahan pemanfaatan ruang untuk
perumahan yang cukup dekat dengan kawasan pesisir. Dalam kajian ini untuk mengetahui
kondisi pola ruang dengan tingkat kerawanan bencana maka dilakukan overlay peta pola
ruang dengan peta tingkat kerawanan bencana tsunami yang diperoleh dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh sebagaimana tersaji pada
gambar 4.

Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat ancaman tsunami yang disusun di dalam
peta kerawanan bencana memiliki radius capaian ke arah daratan cukup jauh
jangkauannya dikarenakan pada wilayah ini terdapat zona megathrust dengan kondisi
pesisir lowland, terbatasnya barrier alami/barrier buatan serta adanya efek kenaikan
muka air laut. Hasil analisis pada gambar 1 dan 4 menunjukkan di Kota Banda Aceh masih
terdapat permukiman dengan radius cukup dekat dengan pesisir dan berada pada wilayah
sangat rawan tsunami. Kondisi ini terjadi salah satunya karena masih adanya pola ruang
untuk permukiman di wilayah zona merah serta tingginya tekanan penduduk dan
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kebutuhan ruang untuk permukiman (Jayanti & Mechram 2015). Selain itu, tingginya
jumlah permukiman pada zona merah juga ada yang disebabkan oleh banyaknya
bangunan yang sifatnya illegal. Lemahnya penegakan regulasi penataan dan pengendalian
pemanfaatan ruang, serta kondisi penduduk sebagian besar Kota Banda Aceh sebagai
nelayan/petani ikan/petambak dengan jumlah mencapai 2.120 jiwa menjadi salah satu
penyebabnya (Pemerintah Kota Banda Aceh 2019).
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Sumber: Analisis Data, 2020

Gambar 4. OverlayPeta Pola Ruang dengan Peta Kerawanan Bencana di Kota Banda Aceh

Sebagai upaya meminimalkan dampak tersebut pengelolaan dan budidaya
penanaman barrier alami berupa mangrove hendaknya lebih banyak dilakukan agar ketika
terjadi tsunami mampu meredam hantaman dan memperlambat laju gelombang.
Pembangunan shelter-shelter berupa tempat evakuasi secara vertikal yang mudah
dijangkau oleh masyarakat perlu ditambahkan dengan tujuan masyarakat memiliki cukup
waktu untuk menyelamatkan diri ke lokasi yang aman. Upaya evacuation drill /pelatihan
evakuasi diri dan pemasangan buoy sebagai perangkat early warning system (EWS) di
sepanjang pesisir Kota Banda Aceh perlu ditambahkan agar masyarakat mendapatkan
peringatan dini apabila terjadi bencana. Pembangunan kapasitas masyarakat juga perlu
ditingkatkan mengingat hasil kajian indeks kesiapsiagaan masyarakat masih tergolong
rendah hampir 62% tidak siap (Pemerintah Kota Banda Aceh 2019). Berbagai upaya ini
dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan penyelamatan diri serta upaya untuk
menekan tingkat risiko yang dapat terjadi akibat tsunami.
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Analisis Penggunaan lahan Pesisir Banten dan Palu

Kabupaten Banten dan Kota Palu mengalami bencana tsunami dengan rentang
waktu tidak terlalu jauh di tahun 2018 dengan tingkat kerusakan, kerugian maupun
korban jiwa yang cukup tinggi (BNPB 2018). Berikut kajian terkait kondisi pola ruang,
peta kerawanan bencana dan penggunaan lahan di Kabupaten Banten dan Kota Palu.

1. Peta Tingkat Kerawanan Bencana dan Pola Ruang di Banten

Kawasan pesisir Banten memiliki ancaman tsunami yang diakibatkan tidak hanya
karena aktivitas tektonik saja, melainkan dapat dipicu oleh aktivitas vulkanik anak
Gunung Krakatau yang hingga kini masih aktif. Erupsi anak Gunung Krakatau yang
memicu terjadinya longsor bawah laut di Selat Sunda pada tahun 2018 mengakibatkan
tsunami yang berdampak pada pesisir Banten dan pesisir di Provinsi Lampung. Aktivitas
vulkanik maupun tektonik yang dapat terjadi kembali ini tentunya perlu diwaspadai oleh
masyarakat dan pemerintah, sehingga mitigasi bencana harus ditingkatkan (Sugianto dkk
2017; Utami dkk 2019b, Solihuddin dkk 2020). Dari hasil kajian Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi di Banten, kondisi kerawanan bencana pesisir Banten disajikan
sebagaimana gambar 5 berikut.
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Gambar 5. Peta Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami di Sebagian Wilayah Banten

Peta di atas menunjukkan morfologi pantai berupa teluk dan lowland sehingga
wilayah ini memiliki ancaman tsunami dengan kategori tinggi ditunjukkan dengan radius
zona sangat rawan cukup luas. Berbagai kajian terkait peta kerawanan, kerentanan serta
pemodelan tsunami di pesisir Banten telah dikaji mengingat wilayah ini pernah terjadi
tsunami di tahun 1883 akibat erupsi Gunung Krakatau serta wilayah berada pada zona
subduksi (Sugianto dkk 2017). Meskipun sudah banyak kajian dan rekomendasi diberikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan rawan bencana/zona merah masih
banyak dipadati permukiman. Hal ini berdampak pada tingginya jumlah korban (317
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meninggal dan 10.051 orang luka-luka), kerusakan sejumlah 983 rumah rusak berat dan
70 rusak ringan serta kerugian lain akibat tsunami tahun 2018 (DIBI 2020). Peta dampak
tsunami di Banten disajikan sebagaimana gambar 6 berikut.
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Gambar 6. Deliniasi Dampak Tsunami terhadap Penggunaan lahan

Gambar 6 menunjukkan bahwa dampak tsunami menerjang lebih dari sempadan
pantai (radius 100m, 200m menyesuaikan morfologi wilayah), sehingga beberapa
permukiman yang ada di belakang sempadan pantaipun tetap terdampak gelombang
tsunami. RTRW Kabupaten yang terkena tsunami yakni Pandeglang, Serang maupun
Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan. Akan tetapi apabila mengamati gambar 7
arahan pemanfaatan pola ruang pada kawasan sangat rawan dan dekat dengan wilayah
perairan di Kabupaten Pandeglang masih terdapat ruang yang diarahkan untuk
permukiman. Berkaca dari kejadian tsunami 2018 dan penetapan kawasan strategis
nasional, Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan revisi RTRW dengan
mempertimbangkan salah satunya aspek mitigasi bencana (Dirjen Tata Ruang 2019).
Apabila revisi RTRW telah ditetapkan maka penyusunan RDTR dan zonasi terhadap
wilayah pesisir khususnya di Kabupaten Pandeglang perlu segera disusun sehingga
mampu mengatur zonasi-zonasi secara detail khususnya peruntukan ruang di wilayah
pesisir dapat dioptimalkan sebagai kawasan perlindungan setempat. Untuk memetakan
kondisi peta arahan pola ruang dengan tingkat kerawanan bencana maka overlay kedua
peta dilakukan dalam kajian ini dengan hasil sebagaimana gambar 7.

Pola ruang Kabupaten Pandeglang Banten yang ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana gambar 7 dalam implementasinya belum
mampu mengatur pemanfaatan ruang kawasan pesisir secara optimal. Hal ini ditunjukkan
dengan banyaknya korban (377 jiwa) dan tingginya kerusakan/kerugian ketika terjadi
tsunami akibat longsor bawah laut erupsi gunung anak Krakatau tahun 2018. Berdasarkan
overlay yang disajikan pada gambar 7 dapat diamati bahwasanya pola ruang sebagian
besar pemukiman berada dekat dengan kawasan pesisir/garis pantai, dimana antara garis
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pantai dengan pemukiman tidak diberikan arahan ruang sebagai kawasan
penyangga/konservasi. Hal inilah yang menyebabkan padatnya pemukiman maupun
tumbuhnya lahan terbangun mengingat di lokasi kajian merupakan salah satu tujuan
wisata Pantai Tanjung Lesung sebagai obyek wisata potensial di Kabupaten Banten.
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Gambar 7. Peta Pola Ruang dioverlaykan dengan Peta Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami

Ketidaksesuaian pola ruang juga terjadi di Pandeglang diantaranya kawasan
yang hendaknya digunakan sebagai konservasi mangrove, kenyataan di lapangan
digunakan sebagai permukiman warga dan kawasan wisata (Dahlia 2020). Kerusakan
mangrove pada kawasan konservasi yang diakibatkan gelombang pasang juga terjadi di
beberapa wilayah pesisir Banten (Vitasari 2005). Selain itu kehidupan masyarakat
sepanjang pesisir sebagai nelayan menjadikan masyarakat bermukim cukup dekat dengan
garis pantai. Keberadaan beberapa kawasan strategis wisata ditandai dengan banyaknya
resort maupun permukiman yang belum disesuaikan dengan mitigasi bencana juga
menjadi penyebab tingginya kerugian saat tsunami 2018. Kajian yang dilakukan Dahlia
dkk (2020) menunjukkan bahwa pasca tsunami masyarakat dan pemilik resort tetap
membangun dan bermukim pada kawasan yang sebelumnya mereka tinggali dimana
lokasi tersebut sangat rawan. Belum adanya pengelolaan pesisir yang komprehensif
(Maesaroh 2013) di wilayah ini menjadikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang
berujung pada tingginya risiko bencana.

2. Analisis Pola Ruang dan Kondisi Eksisiting Pesisir Teluk Palu

Sesar Palu Koro merupakan salah satu sesar terbesar selain Great Sumatra Fault,
Sorong Fault, Molucca Fault (Irsyam 2013). Sesar yang membelah Kota Palu menyerupai
tapal kuda ini tidak hanya mengakibatkan gempa bumi dengan daya rusak sangat kuat,
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melainkan juga memicu longsoran bawah laut di sekitar pantai Talise mengakibatkan
tsunami dengan ketinggian antara 0,65 - 5,3m dengan jarak landaan terjauh mencapai
500m menghantam daratan di Teluk Palu (PuSGen 2018). Kondisi Morfologi dan struktur
lapisan batuan/ tanah di Kota Palu yang relatif masih muda dan memiliki kerentanan
terhadap tekanan akibat gempa bumi mengakibatkan lapisan tanah melunak sehingga
menimbulkan likuifaksi. Morfologi Kota Palu berupa teluk yang sangat menjorok ke arah
daratan ini mengakibatkan ketika tsunami tahun 2018, energi gelombang terakumulasi
dan berimplikasi terhadap energi dorong gelombang lebih lebih tinggi dan lebih cepat
mengakibatkan jangkauan tsunami masuk cukup jauh ke arah daratan.

Arahan perencanaan tata ruang wilayah Palu apabila dicermati pada gambar 8
menunjukkan pada ujung teluk Palu sebagain besar pola ruangnya diarahkan sebagai
pemukiman penduduk dan pusat perekonomian, sementara arahan pola ruang untuk
kawasan konservasi sangatlah terbatas. Keberadaan sebagian besar penduduk pada
wilayah teluk, berkembangnya pusat perekonomian serta pemerintahan di kawasan
sekitar pesisir mengakibatkan ketika tsunami tahun 2018 tingkat kerusakan dan kerugian
yang dialami masyarakat sangat tinggi (BNPB 2018).
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Gambar 8. Peta Pola Ruang di Sepanjang Pesisir Teluk Palu

Berdasarkan gambar 8 menunjukkan bahwa peta pola ruang di Kota Palu belum
sepenuhnya memperhatikan aspek bencana (gempa bumi, tsunami maupun likuifaksi)
yang sewaktu-waktu dapat terjadi (PuSGen 2018). Penggunaan lahan berupa permukiman
padat penduduk di sekitar pesisir Teluk Palu serta minimnya zona perlindungan pada
kawasan pesisir mengakibatkan terjangan tsunami pada tahun 2018 langsung
menghantam kawasan budidaya (pemukiman/pusat pemerintahan/sarana prasarana)
masyarakat. Alih fungsi kawasan mangrove sebagai barrier alami Teluk Palu di tahun
1980-an yang marak terjadi untuk pengembangan permukiman, pembangunan
infrastruktur, jalan, komplek pergudangan, tambak garam menjadikan sebagian besar
pesisir Teluk Palu menjadi pantai terbuka (Buol 2019). Kajian yang dilakukan para
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peneliti juga menunjukkan bahwasannya tingkat kerentanan dengan parameter fisik
(kepadatan permukiman), sosial (penduduk yang terpapar), ekonomi, lingkungan
(prosentase hutan mangrove) menunjukkan di Kota Palu terdapat 15 Kelurahan sangat
rentan, sementara 11 kelurahan berada pada kerentanan sedang, dan hanya 9 kelurahan
dengan kerentanan rendah (Sarapan 2019). Kajian yang dilakukan Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR (2018) juga menekankan bahwasannya
RTRW yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 belum
merumuskan arahan tata ruang dengan mendasarkan aspek mitigasi bencana geologi yang
harusnya detail. Penegakan regulasi terhadap wilayah sangat rawan bencana geologi
(gempabumi, likuifaksi khususnya tsunami) agar tidak digunakan sebagai permukiman
juga masih rendah. Kondisi ini mengakibatkan tata ruang sebagai salah satu kunci agar
fungsi ruang yang ada di Kota Palu mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat
belum terwujud.

Mendasarkan pada kejadian bencana tsunami tahun 1927, 1930, 1938, 1968,
1996, 2018 di Kota Palu dan sekitarnya (Pratomo 2013) maka peta kerawanan bencana
serta riwayat wilayah terdampak bencana hendaknya menjadi bahan pertimbangan
penting dalam melakukan revisi RTRW/RDTR. Penyediaan zona perlindungan setempat
khususnya di kawasan pesisir yang dapat difungsikan sebagai barrier alami untuk
pengembangan mangrove/bakau untuk meredam tsunami juga harus diprioritaskan.
Usaha pengembangan wisata alam dan wisata edukasi yang aman di kawasan pesisir serta
adanya shelter evakuasi perlu disediakan agar keseimbangan kepentingan ekonomi dan
kepentingan keberlanjutan lingkungan terwujud.

Untuk memetakan kondisi perubahan penggunaan lahan di sekitar Teluk Palu
yang dilanda bencana pada 28 September 2018 disajikan peta penggunaan lahan bulan
November 2018 dan peta penggunaan lahan bulan Maret 2019 sebagaimana tersaji pada
gambar 9 berikut. Penyusunan peta penggunaan lahan Kota Palu dilakukan melalui
interpretasi citra analisis supervised melalui pendekatan klasifikasi maxsimum likelihood,
dengan klasifikasi penggunaan lahan berupa lahan terbangun, lahan terbuka, vegetasi
kerapatan tinggi dan vegetasi kerapatan rendah.

Gambar 9.a menunjukkan penggunaan lahan sebelum terjadi tsunami yakni di
bulan Maret 2018 dimana di sepanjang pesisir Teluk Palu dipadati oleh pemukiman
maupun lahan terbangun. Kondisi ini merupakan implementasi dari arahan pola ruang
sebagaimana pada gambar 8 yang memberikan arahan pemanfaatan ruang pada wilayah
sekitar Teluk Palu diperuntukkan sebagai kawasan permukiman. Dan ketika disandingkan
dengan gambar 9b menunjukkan bahwa kejadian gempabumi yang memicu tsunami telah
menghancurkan beberapa bangunan bahkan hilangnya beberapa permukiman masyarakat
akibat terbawa gelombang tsunami. Dampak dari tsunami juga berimplikasi terhadap
perubahan morfologi daratan dimana sebagian lahan masyarakat tergenang bahkan
terdapat pula lahan yang hilang akibat kuatnya terjangan gelombang tsunami.

Pasca bencana yakni pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan
permukiman pada lokasi yang sama yakni di sekitar pesisir rawan tsunami kembali
dibangun masyarakat lokal. Pertimbangan ekonomi dimana masyarakat menggantungkan
hidup sebagai nelayan dan tidak dapat jauh dari laut mengakibatkan sebagian masyarakat
menolak dilakukan relokasi dari permukiman yang hanya berjarak #100m dari garis
pantai (Kompas.com 2019). Salah satu upaya untuk mengakomodir kepentingan
masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan maka pendampingan
dilakukan oleh Arsitek Komunitas/Arkom yang diwujudkan melalui program relokasi
mandiri yakni membangun rumah panggung berjarak minimal 400m - 500m dari garis
pantai (voaindonesia 2020). Konsep pembangunan rumah panggung ini menjadi solusi
bagi permukiman di pesisir rawan tsunami dimana keberadaan masyarakat yang
direlokasi berada pada zona lebih aman dari bencana, dengan lokasi permukiman tidak
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terlalu jauh dari sumber penghidupan yang memudahkan masyarakat dalam mewujudkan

keberlanjutan hidup (Utami 2019a).
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Gambar 9. (a) Peta Penggunaan Tanah Bulan Maret 2018 (Sebelum Tsunami); (b) Peta Penggunaan
Tanah Bulan November 2018 (Pasca Tsunami)
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Manajemen Pengelolaan Pesisir Rawan Bencana

Rencana tata ruang dan pembangunan pesisir yang lebih menekankan aspek
ekonomi dengan kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, risiko bencana
maupun keberlanjutan kehidupan masyarakat masih terjadi pada 3 wilayah kajian,
begitupun pada beberapa wilayah rawan tsunami lainnya (Farhan & Lim 2010). Hasil
penelitian menunjukkan kepadatan pemukiman di wilayah sangat rawan tsunami yakni di
Aceh masih cukup tinggi, begitupun pembangunan pemukiman yang dilakukan dengan
radius 500m dari garis pantai masih banyak terjadi di Aceh pasca tsunami 2004
(Syamsidik et.al 2017). Rencana tata ruang yang disusun di Banda Aceh pasca tsunami
2004 dimana pada awalnya didampingi oleh Japan International Cooperation Agency/JICA
dengan menetapkan pembangunan pusat pemukiman pada radius *2km kecuali untuk
nelayan mendapat penolakan dari masyarakat. Hal ini berakibat area sepanjang +2km
yang direncanakan sebagai zona penyangga/konservasi tidak dapat terealisasi. Untuk
menampung aspirasi masyarakat skema penyusunan tata ruang dengan konsep village
plan dengan pendampingan dari Amerika Serikat (Amri &Giyarsih 2020) berimplikasi
pada kondisi tata ruang yang ditetapkan di Banda Aceh belum sepenuhnya memasukkan
aspek kerawanan bencana dan saat ini kondisi eksisting sebagian pemukiman dibangun
kembali pada area zona I. Hal inilah yang mengakibatkan beberapa pemukiman berada
pada zona sangat rawan bencana dan tumbuhnya pusat kota di Kota Banda Aceh cukup
dekat dengan pesisir yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari (Akbar &
Ma’rif 2014). Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi serta tata ruang di Kota Banda Aceh
yang hendaknya mampu mewujudkan kota dan masyarakat aman dari bencana dalam
implementasinya belum terwujud secara maksimal. Begitupun dengan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang dilaksanakan pasca tsunami Selat banten dan Teluk Palu 2018 dimana
pemukiman masih dibangun pada wilayah rawan bencana. Dalam konteks ini maka arahan
pola ruang yang ditetapkan serta pembangunan pemukiman yang ada saat ini justru dapat
mencipkakan tingginya risiko apabila tsunami kembali terjadi di Aceh (McCaughey 2018)
maupun di Selat Banten dan di Teluk Palu.

Upaya pengelolaan wilayah pesisir Indonesia yang rentan bencana (Edyanto
2011; Hidayat 2012; Hamuna dkk 2017; Purwanto dkk 2017; Anwar dkk 2020) dengan
penduduk bermukim dan memiliki aktivitas ekonomi tidak jauh dari zona rawan bencana
sudah saatnya diprioritaskan untuk diatur kembali oleh pemerintah, stakeholder dan
tentunya dengan didukung keterlibatan masyarakat. Kesadaran bersama terhadap upaya
perlindungan kawasan pesisir dari berbagai ancaman bencana dengan menempatkan
prioritas pembangunan yang memberikan perlindungan dan keselamatan bagi
masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan yang dilakukan mampu mewujudkan
keseimbangan keberlanjutan kehidupan, perekonomian maupun Kkelestarian alam.
Pengaturan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana pesisir yang diatur secara rinci
melalui regulasi pengelolaan pesisir sebagaimana diterapkan di Jepang (Tomita et.al
2015) menyebutkan bahwa pengelolan pesisir cukup berhasil karena pemerintah dan
stakeholder menempatkan pesisir dengan fungsi utama sebagai kawasan konservasi,
dimana upaya pengelolaannya dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Selain itu,
sistem pengelolaan pesisir yang diterapkan melalui regulasi penataan ruang secara
terpadu dengan menerapkan sanksi secara realistis, monitoring secara efektif/efisien
perlu didukung dengan implementasi pembangunan dengan melibatkan lintas sektor
(Farhan & Lim 2013). Selain konsep di atas, rencana penataan ruang dan pembangunan
pada kawasan pesisir di Indonesia hendaknya perlu menyertakan tingkat kerentanan
maupun kerawanan bencana serta nilai-nilai adat/kearifan lokal masyarakat (Iwasaki &
Rahman 2017) dengan kondisi yang berbeda-beda pada setiap wilayah sehingga mampu
disusun arahan zonasi secara detail dan mampu diimplementasikan pada masyarakat
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lokal. Berbagai upaya ini dilakukan agar arahan tata ruang berbasis mitigasi bencana
mampu mendorong keberhasilan pengelolaan pesisir di Indonesia yang rawan bencana.

KESIMPULAN

Tiga wilayah kajian yakni Aceh, Palu, Banten merupakan wilayah dengan tingkat
kerawaan tsunami paling tinggi di Indonesia, dimana Aceh berada pada zona subduksi
megathrust, sementara Palu terdapat sesar aktif Palu Koro dan Banten terdapat aktivitas
vulkanik di laut dan berada pada zona subduksi. Ketiga wilayah ini memiliki kondisi
pantai yang sama yakni berada pada wilayah lowland, kondisi pantai terbuka dengan
morfologi berupa teluk. Kajian ini menunjukkan rencana tata ruang pada ketiga wilayah
belum sepenuhnya memasukkan unsur mitigasi bencana dan pembangunan yang
dilaksanakan belum mengintegrasikan sistem pengelolaan pesisir yang terpadu. Hal ini
ditunjukkan dengan pola ruang pada zona merah/sangat rawan tsunami masih terdapat
area yang diarahkan untuk pengembangan permukiman maupun pengembangan
perekonomian. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang hendaknya
mampu mewujudkan pemukiman dan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan pada
ketiga wilayah kajian belum dilaksanakan secara maksimal. Arahan pemanfaatan ruang
yang belum sepenuhnya mempertimbangkan unsur bencana berimplikais pada banyaknya
pemukiman yng berada pada risiko tinggi apabila terjadi bencana. Penyusunan rencana
tata ruang yang belum memasukan unsur kerentanan maupun kerawanan bencana, serta
pembangunan yang kurang terpadu pada wilayah pasca bencana berimplikasi terhadap
belum terwujudkannya pembangunan pemukiman dengan basis yang lebih baik/building
back betterbased pada wilayah kajian. Pada konteks ini tata ruang memegang peran
penting dalam mengatur pemanfaatan ruang agar mampu mewujudkan kehidupan yang
berkelanjutan serta menekan risiko bencana.
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